
 
KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 
 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

NOMOR 5 TAHUN 2026 

TENTANG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

ALUR PENGAJUAN DAN PENGELOLAAN KONTEN PENDIDIKAN PEMILIH 

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

 

 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman 

Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung tentang Standar Operasional Prosedur Alur Pengajuan 

dan Pengelolaan Konten Pendidikan Pemilih di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 

 

Mengingat :  1.   Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4846); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
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Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6547); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6863); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1  Tahun 2021 tentang 

Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 741); 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata 

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 
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Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 

Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 

tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160); 

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 

tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di 

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 

Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi 

Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125); 

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 

tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih 

dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan 

Wakil Walikota; 

 

    MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN 

BANGKA BELITUNG TENTANG STANDAR OPERASIONAL 

PROSEDUR ALUR PENGAJUAN DAN PENGELOLAAN KONTEN 

PENDIDIKAN PEMILIH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN 

UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG. 

KESATU :  Menetapkan Standar Operasional Prosedur Alur Pengajuan dan 

Pengelolaan Konten Pendidikan Pemilih di Lingkungan Komisi 



- 4 - 
 

 

 

jdih.kpu.go.id/babel 

Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini 

dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung.  

KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  

 

 

 

                                                       Ditetapkan di Pangkalpinang 

                                                       pada tanggal 13 Maret 2026   

 

                                                              KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

                                                       PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 

                                                                ttd. 

 

          HUSIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, 
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, 
 
 
 
Saharullah 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

ALUR PENGAJUAN DAN PENGELOLAAN KONTEN PENDIDIKAN PEMILIH  

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

   

 

 

 

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

Nomor SOP 5 Tahun 2026 

Tanggal 

Pengesahan 

13 Maret 2026 

Disahkan Oleh KETUA  

KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA 

BELITUNG, 

ttd. 

 

HUSIN 

Nama SOP Alur Pengajuan dan Pengelolaan 

Konten Pendidikan Pemilih di 

Lingkungan Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung 

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 61, tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4846); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 
dan Walikota Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2020 tentang Perubahan Ketiga atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 
dan Walikota Menjadi Undang-Undang 

1. Mengetahui tugas dan fungsi humas KPU 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
2. Memahami aturan terkait media sosial 

pemerintah dan media sosial KPU Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung 

3. Menguasai aplikasi terkait pembuatan konten 

4. Mampu membuat caption/ deskripsi dalam 
sebuah konten 

LAMPIRAN 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

NOMOR 5 TAHUN 2026 

TENTANG STANDAR OPERASIONAL 

PROSEDUR ALUR PENGAJUAN DAN 

PENGELOLAAN KONTEN PENDIDIKAN 

PEMILIH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN 

UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA 

BELITUNG 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6547); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6109) 
sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2022 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6863); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 
2010 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5149); 

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1  

Tahun 2021 tentang Standar Layanan 
Informasi Publik (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 741); 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 
8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
320) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 
tentang Perubahan Kelima atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan 
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, 

Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan 
Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 
2023 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 
14 Tahun 2020 tentang Tugas, 
Fungsi,Susunan Organisasi, dan Tata 

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 826); 
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

9 Tahun 2022 tentang Partisipasi 

Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 
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Walikota dan Wakil Walikota (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 1160); 
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan 
Pelayanan Informasi Publik di Komisi 
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

870) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 

2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan 
Informasi Publik di Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 
dan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125); 
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman 

Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih 
dalam Penyelenggaraan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 
Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil 
Walikota; 

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN 

1. SOP Pengelolaan Website 

2. SOP Pelayanan Informasi Publik 

1. Lembaran kerja 

2. Komputer, Kamera, Smart Phone 

3. Jaringan internet 

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN 

Konten harus sesuai dengan 

kebutuhan dan valid 

Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy 
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ALUR PENGAJUAN DAN PENGELOLAAN KONTEN PENDIDIKAN PEMILIH  

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 

No Uraian Prosedur 
Pelaksana Pendukung 

Unit Pengusul Tim Pelaksana Admin Medsos Kelengkapan Waktu Output 

1 

Mengajukan usulan konten 

pendidikan pemilih dengan mengisi 

Google Form dan melampirkan 

materi atau konsep konten. 

   
Form pengajuan 

konten dan materi 

pendukung konten 

(konsep/referensi 

konten, materi 

narasi, dan draft 

caption) 

Hari H 

penginputan 

usulan konten 

Data usulan 

konten 

2 

Data usulan yang dikirim melalui 

Google Form secara otomatis 

tercatat pada kalender editorial. 

   
Sistem Google Form 

dan Google 

Calendar 

Hari H setelah 

formulir dikirim 

Jadwal usulan 

konten pada 

kalender editorial 

3 

Melakukan pengecekan dan 

verifikasi terhadap usulan konten 

yang tercatat pada kalender 

editorial. 

 
 

 
Data usulan konten Maksimal H+1 

setelah 

pengajuan 

Usulan konten 

terverifikasi 

4 

Apabila usulan konten belum sesuai 

atau belum lengkap, usulan 

dikembalikan kepada unit pengusul 

untuk dilakukan perbaikan. 

   
Data usulan konten Maksimal H+2 

setelah 

pengajuan 

Usulan konten 

diperbaiki 



 

 

 

jdih.kpu.go.id/babel 

 

5 Menentukan PIC dan 

menindaklanjuti penyusunan atau 

pengolahan materi konten 

berdasarkan usulan yang telah 

diverifikasi. 

  

 
 

Materi usulan 

konten 

Maksimal H+1 

setelah 

pengajuan 

Draft konten 

6 Menyampaikan draft konten 

kepada unit pengusul untuk 

dilakukan koreksi dan persetujuan 

sebelum dipublikasikan. 

   
Draft konten Paling lambat H-

2 sebelum 

jadwal publikasi 

Persetujuan 

konten 

7 Mengunggah konten yang telah 

disetujui pada media sosial resmi 

instansi sesuai jadwal pada 

kalender editorial. 

   

Konten final 
 

Sesuai jadwal 

publikasi konten 

Konten 

terpublikasi 

 

 

 

 

           

 

 

 

Ditetapkan di Pangkalpinang 

pada tanggal. 13 Maret 2026 
 

               KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

         PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

 

                                     ttd. 

 

                                   HUSIN 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, 
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, 
 
 
 
Saharullah 

 


